
BUPATI BARIIO SELITTAIT

PROVINSI I{ALIMANTAN TEITGATI

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1'2" TAIIUN 20/22

TEITTAITG

PETUNJIIK TEKNIS PEI"AITSAITAAIT PEMBERIAN TUITJANGAIT I{ARI RAYA

DAN GA.'I X TIGA BELI\SI YAITG BERSIruBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAIT BELANJA DAERAII TAIIUN 2W22

DEITGAI{ RAII}IAT TI'HAIT YAITG UAIIA ESA

BUPATI BARITO SEI,ATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal tT ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun 2022 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan

Tahun 2022, perlu menetapkan Perafirran Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya

dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2A22 yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 182O);

Z.TJndarrg-Undang Nomor 5 Tahun 2At4 tentang Aparatur Sipil

Negara {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nomor 6, Tambahan ftmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 54941;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLT tentang

Manajemen Pegawai Negeri sipil (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil

(Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor

6a771;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manqjemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

626ah

6. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

7. Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun 2022 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan

Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor L6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 67871;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2o15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor L57l;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito selatan Tahun 2OL6 Nomor 3, Tambahan fumbaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun

2Ot7 tentang Hak Keuangan dan Administratip Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2oL7 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun

2A2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2o

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun

2O2l Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2l Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan

Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun |OLT

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol7 Nomor

7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito

Selatan Nomor L7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 17 Tahun 2Ol7

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barito setatan Tahun 2O2O Nomor

t7l.



MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI

KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH.

BAB I

K TENTUAIT T'MTru

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom'

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Wakil Bupati adatah Wakil Bupati Barito Selatan'

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten

dan Anggota DPRD Kota.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

7. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur sipil

Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai

yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri sipil tahap

pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk

memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri sipil dengan gaji 1oo%.

g. Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat

pppK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang



diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan'

10. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi

penghargaan atas pengabdiannya kepada negara atau pensiunan, yang

diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1 1. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau

Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

l-2. Penerima Tunjangan adalah warga Negara memenuhi persyaratan tertentu

untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam

bentuk pemberiaan Tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

13. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri'

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut sP2D adalah surat

Perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara umum Daerah untuk

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berdasarkan SPM'

BAB II

PEMBERIAN TUNJAITGAN IIARI RAYA DAN GA"II KETIGA BELAS

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) PNS dan calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpinan Badan

Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada

Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanartumrrm Daerah serta PPPK diberikan T\rnjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :

a. Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

b. Administrator atau dalam Jabatan yang setara jabatan administrator;

c. Pengawas atau dalam jabatan yaJrg setara jabatan pengaq/as;

d. Fungsional Utama;



e. Fungsional Ahli MadYa;

f. Fungsional Ahli Muda;

g. Fungsional Ahli Pertama;

h. Fungsional Penyelia;

i. Fungsional Mahir;

j. FungsionalTerampil;

k. Fungsional Pemula; dan

l. Pelaksana.

(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :

a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri

maupun diluar negeri yang gqjinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi :

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangarl pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(3) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNS meliputi :

a. 8oo/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS:

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjang€rn umum.

(4) Tunjangan Hari Raya bagr Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,

Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah'

(5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan umum Daerah dan

Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang

diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang

peringkat jabatannya atau gradenya setara'

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :

a. pensiun pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan Pangan.

Bagran Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

(1) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum'

(2) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi :

a. gqii pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum'

{3) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi CPNS meliputi :

a.8Aa/o {delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan; dan

d. tunjangan umum.

(a) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi,

Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

(5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan umum Daerah dan Pegawai

Non Pegawai Aparatur sipil Negara pada Perangkat Daerah yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang

diberikan kepada PNS pada Badan Layanan umum Daerah tersebut yang

peringkat jabatannya atau gradenya setara'

(6) Gqii Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :

a. pensiun pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan Pangan.

(7) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni

Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau

dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya

yakni pada bulan APril Tahun 2022.

Dalam hat penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan

Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan T\rnjangan

Hari Raya.

Gqii Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling

cepat pada bulan Jvl;- 2A22.

Dalam hal Gqii Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

dapat dibayarkan Gqii Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli

2A22.

(1)

(2t

(3)

(4)



(1)

{21

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran danf atau potongan lain

berdasarkan ketentuan.

T\rnjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah'

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB W

PENDANAAN

Pasal 8

pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber

dari :

a. Anggaran pend.apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

Anggaran 2022;

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2o2L

tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas Tahun 2O2l Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2l Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 1O

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

20 April 2022

stI"aTAN,

Diundangkan di Buntok

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SEI,TTTAN TAHUN 2A22 NOMOR"' 12

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 20 APril


